ABSTRAK

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30
Tahun 2014 terjadi perubahan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN),
salah satunya terhadap perluasan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara
yang berdampak pada perluasan kompetensi absolut. Ironisnya tindakan faktual
menimbulkan ketidakpastian hukum baik kepada hakim maupun kepada
Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindakan faktual
sebagai obyek perkara dalam peradilan tata usaha negara dan menguraikan proses
pelaksanaan penyelsaian perkara tindakan faktual pada Putusan Nomor
86/G/TF/2022/PTUN.SMG. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian
doktrinal dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus
didasarkan pada data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa
tindakan faktual sebagai obyek perkara peradilan tata usaha negara diatur dalanm
ketentuan pasal 87 huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang
administrasi pemerintahan. Namun undang-undang tersebut tidak memberikan
penjelasan yang tegas mengenai makna frasa “penetapan tertulis yang mencakup
tindakan faktual”, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hakim
maupun Masyarakat. Tindakan faktual tidak hanya mencakup perbuatan aktif
pejabat pemerintahan dalam melakukan perbuatan konkrit (commission) tetapi juga
dimaknai sebagai tindakan pejabat untuk tidak melakukan perbuatan konkrit
(omission). Pada proses pelaksanaan penyelesaian perkara tindakan faktual dalam
Putusan Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. menunjukan bahwa objek sengketa
dalam perkara tersebut adalah tindakan tergugat yang bersifat tidak melakukan
(omission).
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